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Abstrak  

Secara konstitusional UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan 

bahwa” Bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat” ini 

jelas bahwa yang di maksud pada pasal 33 UUD 1945 adalah kemakmuran 

rakyatlah yang utamakan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada (Bumi, 

air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya), dalam 

melaksanakan hal tersebut dibidang pertanahan dikeluarkan UUPA. Bayak 

permasalahan yang berkaitan dengan tanah, timbul oleh karena mengingat bahwa 

tanah merupakan suatu kebutuhan manusia yang tidak terlepas dari kebutuhan-

kebutuhan lainya, serta memiliki nilai ekonomis atau nilai jual yang cukup tinggi. 

Permasalahan tanah yang sering terjadi ada kaitannya dengan legalitas atau bukti 

kepemilikan sebut saja sertipikat. BPN merupakan badan yang bertanggung jawab 

dan diberi wewenang untuk menerbitkan dan membatalkan sertipikat. Banyak 

putusan pengadilan khususnya Pengadilan TUN yang dengan jelas memutuskan 

pembatalan sertipikat, namun pelaksanaannya belum dilaksanakan. Untuk itu 

dengan dilatar belakangi permasalahan ini maka penulis tergerak untuk menulis 

skripsi yang berjudul: “Tanggung Jawab BPN Terhadap Sertipikat Yang 

Dibatalkan PTUN” 

Kata Kunci :Pembatalan Sertfikat, Tanah, BPN 
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Pendahuluan   

Kepastian  hukum  dalam  pemilikan  hak  atas  tanah  dilakukan  melalui  

Pendaftaran  Tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan  data  

fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar  mengenai  bidang-bidang 

tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  

hak-haknya  bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

Tujuan pendaftaran  tanah  adalah: untuk  memberikan  kepastian  hukum  

dan  perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan 

rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; untuk 

menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk 

pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 

mengadakan suatu perbuatan hukum mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  

satuansatuan  rumah  susun  yang  sudah terdaftar; untuk terselenggaranya tertib 

administrasi pertanahan. 

Surat tanda bukti hak ini dalam kehidupan sehari-hari sering ditafsirkan 

sebagai sertifikat tanah. Secara etimologi, sertifikat berasal dari Bahasa.Inggris 

“Certificate” yaitu surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan mengenai 

suatu hal. Sertifikat tanah dengan demikian adalah surat yang dibuat oleh instansi 

berwenang untuk membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah. Bila terjadi 

sengketa terhadap sebidang tanah tersebut maka oleh yang memiliki tanah, 

sertifikat yang ada padanya digunakan untuk membuktikan bahwa tanah tersebut 

miliknya. Surat tanda bukti. Hak atau Sertifikat tanah, dapat berfungsi menciptakan 

tertib hukum pertanahan serta berperan dalam. 

Sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat tetapi bukan merupakan tanda bukti 

yang mutlak memiliki pengertian bahwa keterangan-keterangan yang tercantum 

didalamnya mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima sebagai keterangan 

yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktin yang membuktikan 
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sebalikny. 1  Pendaftaran tanah semacam ini menggunakan sistem Publikasi 

Negatif. Dalam sistem ini, Negara hanya secara pasif menerima apa yang 

dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran. Oleh karena itu sewaktu-waktu 

dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah itu. Pihak yang 

memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftar tidak dijamin, walaupun dia 

memperoleh tanah itu dengan itikad baik.2  

Dalam PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menganut sistem 

publikasi negatif yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-

surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sehingga 

data fisik dan data yuridis yang terdapat di sertifikat mempunyai kekuatan hukum 

dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang 

tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. 

Ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam UUPA (Undang-

Undang Pokok Agraria) Pasal 19 yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah 

No 10 Tahun 1961 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997. Kedua peraturan pemerintah ini merupakan bentuk pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah dalam rangka Recht Kadaster yang bertujuan memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, 

dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut 

berupa Buku Tanah/ Sertifikat Tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan 

Surat Ukur. Sertifikat hak atas tanah tersebutmerupakan alat pembuktian yang kuat 

sebagaimana dinyatakandi dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 

32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Sertifikat hanya merupakan tanda bukti 

yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak. 3  

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan artikel ini akan membahas  

terkait   Bagiamana  mekanisme pembatalan atas sertfikat yang terbit diatas tanah 

orang lain. 

                                                           
1 Arie S Hutagalung, 2000. Penerapan Lembaga Rechtsverweking untuk Mengatasi Kelemahan 

Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendafataran Tanah, Hukum dan Pembangunan No 4 

(OktoberDesember 2000) 
2 Ibid 
3 Adrian Sutedi, . 2006. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika , Jakarta, 

hlm. 112-113 
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Metode   

Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian hukum  yuridis normatif  

atau penelitian hukum doctrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber 

data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan 

meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi 

penelititan terhadap azas-azas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum,  buku-

buku,  peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat 

menganalisa permasalahan yang dibahas, deengan pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-

undangan 

 

Pembahasan  

Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi atau badan hukum Negara yang 

memiliki atau diberi kewenangan oleh Negara untuk menerbitkan bukti 

kepemilikan hak atas tanah memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan 

pembatalan hak atas tanah baik karena cacad hukum adminisstrasi atau karena 

putusan pengadilan.  

Di dalam Pasal 112 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan 

Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara 

menyatakan : “Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi 

memberi keputusan mengenai: a. pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah 

yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang 

terdapat cacad hukum dalam penerbitannya; b. pembatalan keputusan pemberian 

hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Propinsi, untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap”  
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Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak 

Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 119 dan Pasal 124 ayat (1) 

menyatakan : Pasal 119 : Pembatalan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pejabat 

yang berwenang dilaksanakan apabila diketahui cacad hukum administratif dalam 

proses penerbitan keputusan pemberian hak atau sertifikatnya tanpa adanya 

permohonan; Pasal 124 ayat (1) : Keputusan pembatalan hak atas tanah karena 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan.  Bahwasanya BPN (Badan 

Pertanahan Nasional) sebagai instansi yang memiliki kewenangan menerbitkan 

surat/akte bukti kepemilikan hak atas tanah juga oleh peraturan perundang-

undangan memiliki tanggung jawab untuk menerbitkan surat pembatalan hak atas 

tanah baik karena caca  administrasi maupun atas putusan pengadilan.  

Namun,di dalam proses penerbitan surat keputusan tersebut di dalam pasal 

119 dan pasal 124 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan hak atas 

tanah Negara dan Hak Pengelolaan memiliki perbedaan tata cara/prosedur. Jika 

pemberian hak atas tanah tersebut disebabkan karena cacad administrasi maka tidak 

diperlukan adanya permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah akan 

diterbitkan langsung oleh BPN surat keputusan pembatalan hak atas tanah. Beda 

halnya pembatalan hak atas tanah oleh putusan pengadilan, surat keputusan 

diterbitkan atas dasar permohonan dari yang berkepentingan.  

Dalam prakteknya penyelesaian terhadap sengketa pertanahan bukan hanya 

dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional tetapi juga bisa diselesaikan oleh 

lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jika di Peradilan 

Umum lebih menitikberatkan kepada hal-hal mengenai perdata dan pidana dalam 

sengketa pertanahan, lain halnya dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang 

menyelesaikan sengketa pertanahan berkaitan dengan surat keputusan yang 

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau pejabat daerah lainnya yang 

berkaitan dengan tanah.  
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Pada saat ini, kebanyakan sengketa pertanahan dalam hal ini sertifikat ganda 

dapat diselesaikan secara langsung oleh pihak dengan musyawarah yang dilakukan 

diluar pengadilan dengan atau tanpa mediator, dimana mediator biasanya dari 

pihakpihak yang memiliki pengaruh misalnya kepala desa/lurah, ketua adat serta 

pastinya Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya penyelesaian sengketa melalui 

badan peradilan, misalnya sengketa sertifikat ganda yaitu melalui Peradilan Tata 

Usaha Negara.  

Proses penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Pada Pengadilan Tata Usaha 

Negara sama dengan proses penyelesaian gugatan lainnya dimana menurut Penulis 

aspek yang mempengaruhi hakim menentukan pilihan tindakan dalam penyelesaian 

suatu sengketa sertifikat ganda yaitu dari segi Pembuktiannya, karena fakta dan 

peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alatalat bukti yang 

diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Kalau pembuktian pihak Penggugat 

bagus gugatannya akan dikabulkan, dimana suatu gugatan dikabulkan adakalanya 

pengabulan seluruhnya atau menolak sebagian lainnya. Isi putusan pengadilan yang 

mengabulkan gugatan pihak penggugat itu, berarti tidak membenarkan Keputusan 

Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pihak tergugat (Kantor 

Pertanahan) atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat apa-apa yang dilakukan 

oleh tergugat padahal itu sudah merupakan kewajibannya. Maka dalam putusan 

gugatan dikabulkan tersebut ditetapkan. 

kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat berupa pencabutan 

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersangkutan serta menerbitkan 

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang baru. Mengenai pertimbangan hakim 

yang merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai 

dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian 

hukum, disamping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang 

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik 

dan cermat. Dimana pada hakekatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat 

tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau 

dalil-dalil yang tidak disangkal. 2. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala 

aspek menyangkut segala fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 3. 
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Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis dengan titik tolak pada 

pendapat para doktrina, alat bukti dan yurisprudensi. 4. Adanya semua bagian dari 

petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili satu demi satu sehingga 

hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat 

dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.  

“Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena 

keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.” Rumusan 

pembatalan hak atas tanah dimaksud belum lengkap karena hanya menyangkut 

pemberian hak atas tanahnya saja, meskipun dengan dibatalkan surat keputusan 

pemberian hak atas tanah, tentunya juga akan mengakibatkan pendaftaran dan 

sertifikatnya batal karena sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997, Surat Keputusan 

Pemberian Hak sebagai alat bukti pendaftaran hak dan penerbitan sertifikat. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 

1999 pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional atau melimpahkan kepada Kantor Wilayah atau pejabat yang 

ditunjuk. Jadi pada prinsipnya hak atas tanah hanya dapat dibatalkan dengan surat 

keputusan pembatalan yang kewenangan penerbitannya sesuai dengan pelimpahan 

wewenang yang diatur dalam PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999.  

Pembatalan hak atas tanah melaksanakan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap hanya dapat diterbitkan berdasarkan permohonan 

pemohon, hal ini ditegaskan dalam Pasal 124 ayat (1) PMNA/Kepala BPN Nomor 

9 tahun 1999, selanjutnya dala ayat (2), Putusan Pengadilan dimaksud bunyi 

amarnya, meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau 

intinya sama dengan itu. BPN bertanggung jawab atas sertifikat yang 

dikeluarkannya. 

 Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan 

Penanganan Kasus Pertanahan menerangkan bahwa : Pasal 54 (1) BPN RI wajib 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya. (2) Alasan yang sah 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. terhadap obyek putusan terdapat 

putusan lain yang bertentangan; b. terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita 

jaminan; c. terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek gugatan dalam perkara 

lain; d. alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

Sangatlah jelas bahwa BPN RI selain diberikan tugas dan tanggung jawab 

untuk melakukan kegiatan administratif pertanahan mulai dari pendataan tanah 

sampai penerbitan sertifikat, kepadanya juga diberikan kewajiban untuk 

melaksanakan putusan pengadilan TUN. Tugas ini kelihatannya sangatlah janggal 

oleh karena dalam hal terjadi perkara TUN khususnya yang berkaitan dengan 

sertifikat, BPN merupakan Badan atau Lembaga satusatunya yang harus 

bertanggung jawab (tergugat) dalam hal terjadi sengketa. Namun tugas tersebut 

haruslah dijalankan olehkarena mengingat bahwa BPN adalah badan yang 

berwenang menerbitkan sertifikat untuk itu pencabutan atau pembatalannyapun 

harus oleh BPN. BPN merupakan badan yang bertanggung jawab terhadap 

pembatalan sertifikat oleh PTUN akibat kesalahan atau 

kelalaian yang dilakukannya terhadap proses penerbitan sertifikat. Dengan 

melihat tugas dan tanggung jawab BPN, maka sangatlah jelas bahwa BPN tidak 

hanya bertanggung jawab sampai ada orang yang mengupayakan pada upaya 

administrasi, namun terhadap BPN diberikan beban untuk melaksanakan putusan 

PTUN yang berkaitan dengan tugas pokoknya yaitu penerbitan sertifikat. 

Sehubungan dengan hal ini sertifikat yang telah dibatalkan PTUN yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap haruslah ditindaklanjuti dalam hal melakukan 

pencabutan atau pembatalan sertifikat tersebut. Tanggung jawab BPN pun tidak 

hanya sampai disitu, juga apabila dari anggota BPN yang dengan sengaja ataupun 

lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain akibat kesalahan dalam 

penerbitan sertifikat kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengganti 

kerugian bahkan dimungkinkan membayar kehilangan keuntungan yang 

diharapkan. 

Menyangkut tentang putusan hukum yang dapat diterapkan untuk 

menyelesaikan sengketa itu oleh hakim, pada dasarnya menunjukkan bahwa 

sebelum menjatuhkan suatu putusan hakim melakukan penelitian dalam rangka 
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menemukan hukum. Disamping itu, bilamana salah satu pihak yang bersengketa 

membantah keaslian alat bukti surat yang diajukan oleh pihak lawan, Hakim dapat 

melakukan pemeriksaan terhadap bantahan itu dan kemudian mempertimbangkan 

dalam putusan akhir mengenai nilai pembuktiannya. 

 Oleh karena pada prinsipnya, kekuatan suatu alat bukti surat terletak pada 

akta aslinya. Karena dalam hal penyelesaian di Pengadilan, maka akan dilihat 

Otentitas masing-masing sertifikat, apakah benar-benar diterbitkan oleh Badan 

Pertanahan Nasional, Sejarah perolehan sertifikat dimana tidak hanya menyangkut 

umur namun juga cara-cara memperoleh sertifikat tersebut apakah telah melalui 

prosedur hukum yang benar (mulai dari jual beli hingga penerbitan sertifikat), Serta 

latar belakang terjadinya penerbitan sertifikat.  

Dengan demikian hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat 

menjatuhkan putusan yang objektif, adil dan tidak dipengaruhi oleh unsur apa pun 

kecuali sikap objektivitas dan rasa keadilan itu semata. Meskipun demikian, 

terkadang putusan tersebut belum memuaskan salah satu pihak atau bahkan kedua 

belah pihak. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang belum 

merasa puas terhadap putusan hakim tersebut dapat melakukan upaya hukum 

lanjutan. 

 

Penutup  

Bentuk penyelesaian terhadap Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah dapat 

dilakukan secara langsung oleh pihak dengan musyawarah atau mediasi yang 

dilakukan diluar pengadilan dengan atau tanpa mediator. Apabila penyelesaian juga 

tidak tercapai maka dipersilahkan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata 

Usaha Negara. Dimana aspek yang mempengaruhi hakim menentukan pilihan 

tindakan dalam penyelesaian suatu sengketa sertifikat ganda yaitu dari segi 

Pembuktiannya, karena fakta dan peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat 

diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang 

bersengketa. Kalau pembuktian pihak Penggugat bagus gugatannya akan 

dikabulkan, dimana suatu gugatan dikabulkan adakalanya pengabulan seluruhnya 

atau menolak sebagian lainnya. Isi putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan 
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pihak penggugat itu, berarti tidak membenarkan Keputusan Tata Usaha Negara 

(KTUN) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) atau tidak 

membenarkan sikap tidak berbuat apa-apa yang dilakukan oleh tergugat padahal itu 

sudah merupakan kewajibannya. Maka dalam putusan gugatan dikabulkan tersebut 

ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional 

(Tergugat) berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan 

serta menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru. Namun jika eksepsi 

Tergugat di terima putusannya adalah gugatan tidak dapat di terima, gugatan ditolak 

jika Majelis Hakim telah memeriksa pokok perkara dan menyatakan gugatan 

Penggugat ditolak. 

 

Daftar Pustaka  

Parlindungan, A.P. (1990). Pendaftaran Tanah Di Indonesia (ed.2). Bandung: 

Mandar Maju. 

Shant, D. (1988). Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty 

Sutedi, A. (2006). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar 

Grafika. 

Hutagalung, A. S. (2000). Penerapan Lembaga Rechtsverweking untuk Mengatasi 

Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendafataran Tanah, Hukum dan 

Pembangunan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 30(4), 328. 

10.21143/jhp.vol30.no4.319 

Hutagalung, A.S. (2005). Perlindungan Kepemilikan Tanah Dari Sengketa 

Menurut Hukum Tanah Nasional dalam Tebaran Pemikiran Seputar Masalah 

Hukum Tanah. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia. 

Noor, A. (2006). Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau 

Dari Ajaran Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju. 

Harsono, B. (1973). Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah, Penyusunan, Isi, 

dan Pelaksanaannya (ed.1). Jakarta: Djambatan. 

Saleh, K.W. (1977). Hak Anda Atas Tanah. Jakarta: Ghalia Indonesia 

http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol30.no4.319


96 
 
 

SunarIo, B. (2009). Ketentuan Hukum Tanah Nasional (HTN) Yang Menjadi Dasar 

Dan Landasan Hukum Pemilikan Dan Penguasaan Tanah. Program Pendidikan 

Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 

Bahri, S. (1978). Hukum Agraria Indonesia Dulu Dan Kini. Padang: Universitas 

Andalas, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. 

 


